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Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menyebutkan bahwa â€œBarangsiapa yang membuat surat palsu
atau memalsukan surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai barang bukti
untuk suatu hal yang digunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan hingga dapat menimbulkan kerugian maka di
ancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahunâ€•. Meskipun undang-undang telah melarang dan mengancam ancaman yang
berat terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat, namun kejahatan tersebut di wilayah hukum pengadilan Negeri Bireuen masih
saja terjadi. Bahkan tindak pidana pemalsuan surat tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan serta jabatan di
pemerintahan yaitu Geuchik.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan
oleh Geuchik, modus operandi pemalsuan surat oleh Geuchik, dan penjatuhan hukuman terhadap Geuchik yang melakukan tindak
pidana pemalsuan surat.
Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi, dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan  dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dilakukan
dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Dari hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Kepala Desa yaitu faktor
kekuasaan, kepercayaan, lingkungan, Ekonomi dan Pendidikan. Modus operandi tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan
oleh Geuchik yaitu memalsukan seluruh dokumen, menggunakan surat asli namun isinya telah dipalsukan, dan memalsukan tanda
tangan. Penjatuhan pidana terhadap Geuchik yang melakukan tindak pidana pemalsuan dengan pidana berdasarkan ketentuan dalam
KUHP tanpa ada pemberatan sehingga masih terlalu ringan.
Disarankan kepada Hakim agar Geuchik yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat di jatuhkan hukuman yang lebih berat
sesuai dengan aturan dalam KUHP, dan pemerintah mengambil tindakan tegas bagi Geuchik yang memalsukan atau memakai surat
palsu dengan memberhentikan dari jabatan karena perbuatan tersebut sangat merugikan Negara khususnya masyarakat.
